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5.1 Kestmpulan
ASEAN menjadikan tindak Kefahatan . perdagangan manusia sebagai
permasalahan yang membutuhkan findakan kolektif. hal tersebut dapat dilihat dengan
berbagai upayumﬁlakmmwl!ﬁnlmmgﬁw tersebut salah satunya
melalui ﬁm funwﬁﬂl‘ﬂ Wﬁwﬂ‘rﬁm I Persons, Eﬂiﬁiﬂiﬁ Women And
cm m;:nf' WC) dan ASEAN Plan n_.l’z!ueun .ﬁnﬁm faffieking in Persons,
3 Fymm and Chifedren. Indonesia dan Myanmar menja

meu!liﬁH wﬂﬁm vang cukup uniuk dinnalisis kﬂpﬂluhmm ﬁl':ﬂ? mE]qu.l
AI’A..M.hdunesm dengan populasi vang tinggi dl&&lﬂ*w

sosial ‘serin tingginya angks kemiskingn menjadikannya sebagai negara mhet
perdagangan manusia di Asia Tenggara, demilgan puls Myanmar disisi lain sebagai

PISSEn SN pelanggaran HAM tedtingyi di AsinTenggann.
]}.l.l'i implementasi ASEAN  Comvention .-!gm r:!ﬂﬁ':.hﬁh Persons,

beradfid tingkat Active-compliance dengan upuj'l mnﬂ ACTIP melakui
UndangSbiaunts a1 Eabumy 200 o smorigachoes hebiekan serta menjalankan
penanganan TPPO berdasarkan kebijukan ACTIP dengan beberapa kelemahan seperti
kurangnya kordinasi antar, gugus tugas, alokasi MMﬁbmhm akan kolaborasi
vang optimal, sedangkan Myanmar berada padi posisi Pasive-compliance yang berarti
dengan upaya yang lemah dan menyebabkan belum adanya perubahan dalam
penanganan permasalahan perdagangan manusia.

Menurut tingkal kepatuhan oleh Sarsh MeLaghin Miteell dan Paul R. Hensel
{2007 tingkat kepatuhan dus negara berada di level yang setara yaitu Pasive-
compliance dimana negara telah menjalankan komitmen yang disefuju namun secara
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lansung kurang dapat mempengaruhi kondisi vang ada. Negara tersebut juga rutin
membagikan informasi don tambahan kesepakatan baru dalam penanganan masalah
vang ada. Hal ini menjadikan proses proses negosiasi komitmen baru menjadi lebih
lama atou membutuhkan banyak wakiv Kedua negarm tersebut sama-sama
mengukuhkan kepatwhan melalui ratifikasi dan implementasi ACTIP. namun dari
kedua negara tersebut Indonesia bemp@lﬁﬁﬁﬂb;ﬂibanding Myanmar, hal tersebut
dibuktikan cbengun tughtlktiﬁlﬂw manusia di Indonesia selama periode
yang ditentukan relative ﬂﬂ. dibandingkan ‘u‘lynmnﬂ Berdasarkan intensitas
kmmmﬁmnmliﬂm beradn pada level yang mﬁmgun Indenesia,
TR lmp!emmm ﬂlﬂm tersebut di level nasional masih Jauh memenuhi
mm;: instabilitas politik, kualitas ekonuhﬂmpﬂfhtm serta konflik
etnis yang berkepanjangan masih belum mampu di selesaikan wmgp_n dapat
dlkaﬂkmhhmlmplenmtas:ymgdmpn}rnkmM)amnﬂrhehnnwm:fmg
signifikan, dalam artian twnpa menyelesaikan masalah yang mendasar seperti
mmﬁhr thu tingkat ckonomi yang difahami sebagai masalah utama penyebab
perdagongan manusiy di Myanmar, maka pencapaian akan. penanganan TPPO yang
ef&ﬁfmﬂhtullt dicapm

5.2 Saran

Penelitian ini membahas mengenai tingkat kepatuban Indonesia dan Myanmar
terhadap ASEAN Comvention Against Trafficking in Persons, Especially Women and
Childrer (ACTIPY melalui ASEAN Plun of Action Against Trafficking in Persons,
Especially Women and Chiffren (A8A) Bnlunhﬁm .ii.ﬁ.;i:lenulis menyadarn terdapat
banyak kekurangan yang kedepannya m@&iﬂ ﬂm_w penelitian denga tema
yang serupa sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan refrensi atau diskusi
yang cukup membantu, sehingga selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai
kepatuhan negarn terhadap ASEAN Comvention Against Trafficking in Persons,

Expecially Women and Children,



	 Bab5 - Indra Maulana Aziz_001.pdf (p.1)
	 Bab5 - Indra Maulana Aziz_002.pdf (p.2)

